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P U T U S A N 

Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Rgt 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA RENGAT 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam 

sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:  

Penggugat, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kp Pulau, 20 Juni 

1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx 

xx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, nomor telepon XXXXX, 

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan 

alamat email XXXXX, sebagai Penggugat; 

Lawan 

Tergugat, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rengat, 05 November 

1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xx 

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diajukan melalui Sistem 

Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 06 Mei 2025 dan didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat 279/Pdt.G/2025/PA.Rgt, tanggal 06 

Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara 

Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai 
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dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan 

di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx, 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta 

Nikah nomor XXXXX tertanggal 28 April 2025; 

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di 

kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xx xxxxxxxxx xxxxx 

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx 

xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 5 

(lima) tahun, hingga berpisah; 

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan 

Tergugat berstatus Jejaka; 

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 

seorang anak yang bernama XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : 

Rengat, 22 Februari 2021, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : Belum 

Sekolah (umur 4 tahun); 

 Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat; 

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya 

berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh 

karena; 

a. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat 

sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi; 

b. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah batin kepada 

Penggugat; 

c. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri; 

d. Bahwa Tergugat bersifat cuek dan kurang perhatian kepada 

Penggugat; 

6. Bahwa percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan 

memuncak pada bulan Juli tahun 2024  yang menyebabkan antara lain: 

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 

Tahun 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua 
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Tergugat karena dipulangkan oleh Tergugat. Saat ini Penggugat tinggal 

di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xx xx xxxx, xxxx 

xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx 

xxxx dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang 

beralamat di xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxx, xxxxxxxx xxxx; 

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan 

kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir 

maupun bathin sejak bulan Juli tahun 2024; 

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik 

dan tidak saling memedulikan lagi. 

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, 

Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga 

Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi 

untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut 

rumah tangga semakin sulit diselesaikan; 

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk 

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah 

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih 

baik diputus karena perceraian; 

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat 

terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan 

tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi 

unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk 

menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan; 

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; 

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini 

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari 
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persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa 

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider: 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula 

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 

279/Pdt.G/2025/PA.Rgt, tanggal 08 Mei 2025, 22 Mei 2025 dan 31 Mei 2025 

yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa 

tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas 

Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah 

benar; 

Bahwa, Hakim juga telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik 

melalui Sistem Informasi Pengadilan; 

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada 

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, 

Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat 

tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut; 

Bahwa, karena perkara ini didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan 

(SIP), Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur 
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terkait persidangan secara elektronik, maka proses persidangan perkara a quo 

dilakukan secara elektronik (e-litigasi); 

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, 

dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti berupa: 

A. Bukti Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama 

XXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tanggal 23 

September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, 

kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.1); 

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya 

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tanggal 31 Agustus 2022. Bukti 

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal 

dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.2); 

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan 

Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Rengat xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Tanggal 28 April 2025. Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang 

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan 

paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.3);  

B. Bukti Saksi: 

1. Saksi 1: SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, 

bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di muka sidang 

saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai 

ayah kandung Penggugat dan bersedia memberikan keterangan di 

bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut: 
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 Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami 

isteri yang telah menikah pada tahun 2019 di KUA Rengat xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; 

 Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat 

tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di 

xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, 

xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 5 (lima) tahun, hingga berpisah; 

 Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah di 

karuniai seorang anak yang bernama Muhammad Zafran Akmal dan 

saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 

sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran; 

 Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi 

mengetahui dari pengaduan Penggugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan 

karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada 

Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi dan 

Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan 

Tergugat bersifat cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2024 Penggugat pergi 

meninggalkan bersama karena dipulangkan oleh Tergugat sampai 

dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; 

 Bahwa, saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan 

sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi 

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; 
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 Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga lainnya sudah berusaha 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak mungkin lagi dipertahankan, dan tidak ada harapan dapat 

bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;  

2. Saksi 2: SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, 

bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, 

di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan 

Penggugat sebagai mertua Penggugat atau ayah kandung Tergugat 

dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai 

agama Islam sebagai berikut: 

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami 

istri yang telah menikah pada tahun 2019 di KUA Rengat xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; 

 Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

telah di karuniai seorang anak yang bernama Muhammad Zafran 

Akmal dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat 

tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di 

xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, 

xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 5 (lima) tahun, hingga berpisah; 

 Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat berjalan rukun dan harmonis, saksi tidak mengetahui 

Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

 Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat bertengkar; 

 Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat memberikan nafkah yang 

cukup kepada Penggugat; 

 Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat karena saksi jarang di rumah; 
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 Bahwa, saksi mengetahui Antara Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah rumah sejak sekira 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat yang 

pergi meninggalkan rumah kediaman bersama; 

 Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga lainnya sudah ada upaya 

mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi 

tidak berhasil; 

 Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan 

Tergugat karena tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan rumah 

tangganya lebih baik bercerai; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah termuat dalam berta acara sidang; 

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang 

termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 

diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang 

merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama 

Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di 

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx yang 

merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga pengajuan gugatan 

tersebut telah memenuhi ketentuan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi 
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Hukum Islam, karenanya perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif 

Pengadilan Agama Rengat; 

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat 

mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat 

perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, 

dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai 

pihak-pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 

Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam 

perkara a quo (persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui sistem 

informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil 

melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 angka (1) 

huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan 

tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan; 

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai dengan Pasal 17 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

secara Elektronik, atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah datang 

menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil 

atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu 

disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan relaas panggilan Nomor 

279/Pdt.G/2025/PA.Rgt yang telah dibacakan di muka sidang, maka Tergugat 

harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa 

hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan; 
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Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 

154 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap di muka sidang; 

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim telah berusaha 

mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftar melalui sistem Informasi 

Pengadilan (SIP) dan Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, 

serta prosedur terkait persidangan secara elektronik. Oleh karena itu proses 

persidangan perkara dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi) sesuai 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; 

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, 

pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan 

Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2021 karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, 

puncaknya sejak bulan Juli tahun 2024 Penggugat pergi meninggalkan 

bersama karena dipulangkan oleh Tergugatdan selama berpisah tersebut 

sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;  

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat a quo, Hakim 

menilai bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar dijatuhkan 

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena alasan perceraian 

menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto 

Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya 
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perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak 

ada harapan untuk rukun kembali;  

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan 

Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya 

dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang 

hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak 

pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang 

mempunyai sifat khusus (lex specialis), maka kepada Penggugat tetap dibebani 

pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya serta keterangan pihak 

keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat 

tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana 

ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing 

bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Atas bukti-bukti tersebut, Hakim akan 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai 

akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik 

sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat 

sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea 

Meterai. 

Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa identitas diri 

Penggugat benar dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas 

nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta 

autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik 

sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat 

sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea 

Meterai. 

Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat 

dan Tergugat diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan 

suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga; 

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang 

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai 

cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi 

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 

1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 

Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah 

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam 

perkawinan yang sah secara Agama Islam dan tercatat di KUA Rengat 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sejak tanggal 19 Maret 2019; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, 

keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah 

diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 

dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan 
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ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan juncto Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam, Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak 

keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 adalah 

keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 

Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat berdasarkan 

informasi dan cerita dari Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama SAKSI 2 adalah 

mertua Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 

Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat 

formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tidak mengetahui 

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan 

setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, 

oleh karena itu Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi 

syarat materiil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 

308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan 

pembuktian sehingga patut untuk dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah memberikan 

kesempatan maksimal kepada Penggugat untuk mengajukan tambahan 

saksinya namun Penggugat menyatakan tidak bersedia dan sanggup lagi 

menghadirkan tambahan saksinya tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa 

saksi Penggugat yang memenuhi syarat hanya satu orang, dan sesuai aturan 
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hukum formil bahwa satu orang saksi bukanlah saksi (unnus testis nullus 

testis);  

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya 

di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah 

diajukan Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta kejadian sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 

tanggal 19 Maret 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama (KUA) Rengat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; 

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; 

3. Bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran 

antara Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat 

4. Bahwa saksi kedua Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 

5. Bahwa, Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim 

menemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah 

yang menikah secara Agama Islam; 

2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul 

sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah di karuniai 

seorang anak yang bernama Muhammad Zafran Akmal dan saat ini anak 

tersebut berada dalam asuhan Tergugat; 

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;  

4. Bahwa, belum ada usaha maksimal keluarga untuk mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami 

isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan 
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Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga 

Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan 

Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan alasan perceraian yang 

diajukan oleh Penggugat yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975) maka menurut majelis berdasarkan fakta hukum tersebut 

di atas Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat dalam kondisi baik-baik saja, tidak terbukti antara Penggugat dan 

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak cukup 

bukti bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian yang diajukan 

oleh Penggugat maka menurut Hakim berdasarkan fakta hukum tersebut di 

atas Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan dan bukti bagi Penggugat 

untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini Hakim juga 

mengemukakan petunjuk Mahkamah Agung dalam Rumusan Kamar Agama 

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 1 yang berbunyi:“ Hakim hendaknya 

mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara 

perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang 

bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak 

luas bagi struktur masyarakat clan menyangkut pertanggungjawaban dunia 

akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan 

sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah 

terbukti ”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim 

berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan 

dalil gugatannya, sehingga petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat tidak 

dapat dikabulkan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg 
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juncto pasal 1865 KUH Perdata maka gugatan Penggugat harus dinyatakan 

ditolak; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan 

kepada Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini : 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Saya Miftah 

Hurrahmah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 

29 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi 

Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Misbar, 

S.Ag., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik 

tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Tunggal, 

Ttd 

Miftah Hurrahmah, S.H.I., M.H. 
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Panitera Sidang, 

Ttd 

Misbar, S.Ag. 

 
Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran : Rp30.000,00 

2. ATK Proses : Rp80.000,00 

3. Panggilan : Rp225.000,00 

4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00 

5. Redaksi : Rp10.000,00 

6. Meterai  : Rp10.000,00 

Jumlah  Rp375.000,00  

   (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 
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